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ABSTRAK 

DIENUL ALAMSYAH, Analisis Proses Clearance In And Out DI 

KSOP Kelas II Kendari Pada Pelabuhan Bungkutoko (dibimbing oleh Sitti 
Syamsiyah dan La Ode Hibyah Umar) Kelancaran pelayanan clearance in 
and out kapal adalah harapan semua pihak pengguna transportasi laut. 

Akan tetapi pada kenyataannya keterlambatan clearance in and out kapal 
yang sangat merugikan masih kerap terjadi. Salah satu upaya untuk 

mengatasinya adalah dengan melakukan pengawasan dan sosialisasi 
terkait clearance in and out kapal oleh Syahbandar.  

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan 

data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi 
dan dokumentasi.  

Hasil temuan dari penelitian ini adalah: (1) Hambatan-hambatan 
yang dialami oleh Syahbandar datang dari kurangnya pemahaman agen 
pelayaran terkait pelayanan clearance online yang mengakibatkan 

terhambatnya proses clearance. (2) Faktor internal juga kerap menjadi 
penghambat Syahbandar dalam proses clearance in and out kapal seperti 

kualitas jaringan yang terkadang kurang stabil serta jumlah perangkat 
komputer yang tersedia di Kantor KSOP Kelas II Kendari tergolong kurang 
sehingga dapat menghambat proses clearance in and out. Berdasarkan 

hasil penelitian, yang perlu dilakukan oleh pihak Syahbandar dalam 
menanggulangi masalah kurangnya pemahaman agen mengenai 
pelayanan clearance online yaitu dengan cara melakukan sosialisasi 

kepada agen agar tidak ada lagi yang bingung terkait clearance secara 
online demi kelancaran pengawasan Syahbandar dalam proses clearance 

in and out kapal. 
 

Kata kunci: Proses, Clearance in, Clearance out 
 

  



 

viii 
 

ABSTRACT 

DIENUL ALAMSYAH, Analysis of In and Out Clearance Process at 

Class II Kendari KSOP at Bungkutoko Port (supervised by Sitti Syamsiyah 
and La Ode Hibyah Umar) The smooth in and out clearance service for 

ships is the hope of all sea transportation users. However, in reality delays 
in clearance in and out of ships which are very detrimental still often occur. 
One of the efforts to overcome this is to carry out supervision and 

socialization related to ship clearance in and out by Syahbandar. 
The method used is descriptive qualitative. Data collection in this 

study was carried out using observation and documentation techniques. 
The findings of this study are: (1) The obstacles experienced by 

Syahbandar came from a lack of understanding by shipping agents 

regarding online clearance services which resulted in delays in the 
clearance process. (2) Internal factors also often become obstacles to 

Syahbandar in the process of clearance in and out of ships such as network 
quality which is sometimes unstable and the number of computer devices 
available at the KSOP Class II Kendari Office is classified as insufficient so 

that it can hamper the clearance in and out process. Based on the results 
of the research, what needs to be done by the Syahbandar in overcoming 

the problem of the lack of understanding of agents regarding online 
clearance services is by conducting outreach to agents so that no one is 
confused about online clearance for the smooth running of Syahbandar's 

supervision in the process of clearance in and out of ships. 
 

Keywords: Process, Clearance in, Clearance out 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang menjadikan 

Indonesia disebut sebagai negara kepulauan yang meliputi Sabang 

sampai Merauke, dan 70 persen dari wilayah tersebut merupakan 

wilayah lautan. Kemudian letak Negara Republik Indonesia juga sangat 

strategis yang dapat dilihat secara geografis berada diantara dua Benua 

dan dua Samudera antara lain Benua Asia dan Benua Australia serta 

Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan memiliki letak 

geografis yang strategis itu sehingga menguntungkan bagi Indonesia 

sebagai jalur perdagangan internasional. 

Posisi strategis yang dimiliki oleh negara Indonesia sehingga 

kelancaran sistem transportasi khususnya pada transportasi laut 

sangatlah penting untuk menunjang efektifitas kegiatan bisnis 

perdagangan baik domestik maupun internasional. Sehingga kegiatan 

transportasi sangatlah berpengaruh terhadap Negara Indonesia seperti 

pengaruh terhadap kegiatan perekonomian pada suatu negara. 

Transportasi yang  berperan sebagai sarana penunjang diharapkan 

mampu mewujudkan suatu hasil yang maksimal dan memuaskan 

terhadap perkembangan perekonomian di negara tersebut.  

Salah satu transportasi yang sangat memberikan pengaruh  

adalah transportasi laut. Transportasi laut ini meliputi pengiriman atau 

pemindahan barang maupun manusia yang membutuhkan kapal 

dengan jenis tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa. Kapal 

laut menjadi sarana transportasi yang efektif serta efisien tentunya 

dipengaruhi oleh biayanya yang lebih murah bila dibandingkan dengan 

jenis sarana pengangkutan lainnya selain itu dengan menggunakan 
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kapal mampu memuat barang dengan volume yang besar dan juga 

penumpang serta hewan dapat dikirim dengan menggunakan kapal laut. 

Kebutuhan masyarakat dari waktu kewaktu akan terus 

mengalami peningkatan. Tentunya peningkatan tersebut akan 

berdampak pada arus kunjungan kapal di pelabuhan indonesia. Demi 

kelancaran sistem transportasi laut, tentunya sarana dan prasarana 

yang memadai, dari segi fasilitas pelabuhan dan juga sistem pelayanan 

yang digunakan pada waktu kapal masuk (in) dan keluar (out) 

Pelabuhan menjadi hal utama agar dapat menunjang kegiatan 

perkapalan di Indonesia. 

Menghadapi tugas ini peranan instansi pemerintah selaku 

pengawas pada kegiatan kapal menjadi sangat dibutuhkan demi 

keamanan dan keselamatan dalam kegiatan perkapalan di wilayah 

perairan Indonesia dan juga peran dari perusahaan pelayaran dalam 

memberikan pelayanan terhadap kapal yang akan berkegiatan disuatu 

pelabuhan juga menjadi faktor dalam kelancaran transportasi lau t  serta 

instansi terkait di pelabuhan sangat diperlukan untuk menunjang 

keamanan dan kelancaran kegiatan di Pelabuhan, sehubungan dengan 

hal tersebut, tugas-tugas pada bidang pengaturan dan pelayanan kapal 

semakin ketat.  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 

Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa Pelayaran 

adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, 

kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan 

lingkungan maritim. Infrastruktur dan fasilitas yang memadai juga sangat 

dibutuhkan guna untuk memperlancar system transportasi melalui laut, 

baik dari segi pelayanan kapal pada saat di pelabuhan sewaktu akan 

masuk (in) maupun akan keluar (out), dan juga fasilitas yang ada di 

pelabuhan. Jadi sebuah perusahaan pelayaran yang bergerak pada 
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bidang keagenan kapal memiliki peran penting untuk memberikan 

pelayanan kepada kapal yang tiba dan berangkat dari pelabuhan. 

seorang agen pelayaran wajib melaporkan kedatangan kapal 1x dalam 

24 jam sebelum kedatangan kapal di suatu pelabuhan, sesuai dengan 

yang tertuang dalam PM Nomor 65 tahun 2019 yang mengatur tentang 

penyelenggaraan dan pengusahaan keagenan kapal, pada pasal 2 

menyebutkan keagenan kapal merupakan pelayanan jasa yang 

dilakukan untuk mewakili Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan/atau 

Perusahaan Angkutan Laut Asing dalam rangka mengurus kepentingan 

kapal Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan/atau kapal Perusahaan 

Angkutan Laut Asing selama berada di Indonesia. 

Selain kapal perang atau kapal negara selebihnya perlu 

mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar clearance out/port clearance 

(SPB) sebelum meninggalkan suatu pelabuhan dan untuk bisa 

mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) setiap kapal wajib 

memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta telah menyelesaikan 

kewajiban lainnya untuk berangkat meninggalkan pelabuhan. Surat 

Persetujuan Berlayar (SPB) itu merupakan sebuah dokumen negara 

yang di keluarkan oleh Syahbandar untuk setiap kapal yang akan 

berlayar.  

Kapal yang masuk dan keluar dari wilayah pelabuhan perlu 

melalui beberapa jenis pelayanan terlebih dahulu serta harus mematuhi 

aturan di  pelabuhan tempat singgah. Aturan tersebut berlaku untuk 

kapal masuk (Clearance in) maupun kapal yang akan berangkat 

meninggalkan Pelabuhan (clearance out). Dapat dikatakan bahwa kapal 

tidak diperbolehkan untuk masuk dan keluar di wilayah pelabuhan tanpa 

mendapat persetujan dari instansi-instansi terkait di pelabuhan. 

Peningkatan produktivitas pelabuhan sangat ditentukan 

dengan adanya kelancaran dan kecepatan pelayanan administrasi dan 
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operasional dari seluruh aparatur di pelabuhan. Sesuai dengan 

Peraturan Mentri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 

Tahun 2015 tentang pelayanan surat persetujuan Syahbandar secara 

Online yang kemudian di singkat dengan SPS Online merupakan suatu 

sistem yang dibuat untuk memberukan pelayanan surat persetujuan 

Syahbandar atau perizinan pada bidang kesyahbandaran pada kantor 

Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Perhubungan Laut secara 

Online.  

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang disingkat 

KSOP ialah Lembaga yang berada pada lingkungan Kementrian 

Perhubungan yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan, 

dan penegakan hukum dalam bidang keselamatan dan keamanan 

pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan. Salah 

satu tugas  Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) adalah 

mengawasi proses kedatangan dan keberangkatan kapal. Dalam 

menjalankan tugasnya tak jarang syahbandar mendapati masalah atau 

kendala dalam proses clearance in dan clearance out kapal. 

Berdasar pada uraian diatas, sehingga penulis tertarik untuk 

mengangkat judul: “ANALISIS PROSES CLEARANCE IN AND OUT  

DI KSOP KELAS II KENDARI PADA PELABUHAN BUNGKUTOKO”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis dapat memilah 

menjadi suatu fokus masalah yang behubungan erat antara satu dengan 

yang lain sehingga penulis tertarik melakukan suatu proses penelitian 

berdasarkan dengan masalah berikut : 

Bagaimana proses clearance in and out di KSOP Kelas II Kendari pada 

Pelabuhan Bungkutoko? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dengan adanya rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki 

tujuan yang terkait dengan rumusan masalah tersebut, yaitu : 

Untuk mengetahui proses clearance in and out di KSOP Kelas II Kendari 

pada Pelabuhan Bungkutoko. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Praktis 

a. Melatih penulis untuk menyusun hasil pemikiran dan hasil 

penelitian tentang clearance in dan out kapal di Pelabuhan 

Bungkutoko. 

b. Peneliti lebih mudah memahami proses clearance in dan out 

kapal. 

2. Secara Teoritis 

a. Menambah sumber pengetahuan mengenai proses clearance in 

dan out kapal di pelabuhan bungkutook. 

b. Memberi sumbangan pemikiran umumnya di dalam ruang 

lingkup kepelabuhanan dan khususnya tentang clearance in dan 

out kapal. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Clearance 

Clearance yaitu penyelenggara usaha pelayanan untuk 

dokumen yang dibutuhkan oleh kapal pada saat kapal ingin masuk 

dan keluar pelabuhan, hal ini sangat diperlukan dan juga  penting 

untuk kepentingan serta keselamatan kapal itu sendiri, dan juga 

keselamatan barang, keselamatan penumpang, serta keselamatan 

awak kapal. Clearance in and out kapal harus memenuhi ketentuan 

aturan yang berlaku dan akan diawasi oleh pihak Syahbandar 

sebelum kapal masuk dan keluar dari pelabuhan. Nahkoda akan 

memberikan informasi kedatangan kapal kepada Distrik Navigasi 

untuk memperoleh informasi terkait kondisi pada pelayaran dan di 

pelabuhan yang akan dikunjungi. Selain itu Nahkoda akan 

menginformasikan kepada Perusahaan Pelayaran yang melayani 

kapalnya di pelabuhan tersebut untuk mengurus clearance in 

kapalnya. Dokumen imigrasi, karantina, Kesehatan pelabuhan, dan 

bea cukai semuanya harus diproses jika kapal memasuki wilayah 

Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan semua berkas telah 

dilengkapi agar pada waktu kapal tiba dan sandar di pelabuhan 

seluruh dokumen telah memperoleh persetujuan clearance in oleh 

Syahbandar. Begitupun pada saat kapal akan berangkat, sebelum 

itu Perusahaan Pelayaran perlu mengurus dokumen-dokumen kapal 

untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar. Dokumen yang 

dimaksud yaitu: surat sailing declaration dari Nahkoda, Dokumen 

kapal, Bukti pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) 

dan jasa kepelabuhanan, daftar muatankapal, dan clearance dari 

instansi terkait seperti Bea Cukai, Karantina, Imigrasi, dan 

Kesehatan Pelabuhan.  
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Clearance untuk kapal yang akan tiba dan berangkat di 

pelabuhan perlu mendapatkan persetujuan clearance dari sejumlah 

instansi yang sesuai dengan keperluan kapal, dalam hal ini kapal peti 

kemas, kapal ro-ro, kapal penumpang atau kapal kargo umum. 

Lasse mengklaim bahwa inisiatif dari perusahaan pelayaran  yang 

menerima informasi dari kapal yang akan masuk (Clearance In) 

berupa master cable atau berita dari Radio Stasion Operasi Pantai 

agar perusahaan pelayaran dapat mengajukan permintaan layanan 

jasa sesuai dengan peran masing-masing kepada, Operasi 

pelabuhan/ terminal untuk fasilitas kapal dan barang, untuk kapal 

keluar (clearance out) baru dapat diproses apabila semua instansi 

terkait telah memberikan clearane sesuai bidangnya masing-masing 

seperti Bea Cukai, Imigrasi, Karantina Kesehatan, Kepanduan dan 

kapal telah dinyatakan laik laut serta semua kewajiban telah 

diselesaikan sehingga Syahbandar dapat menerbitkan Surat 

Persetujuan Berlayar. D.A.Lesse. (2014:26). 

Kewenangan Syahbandar yaitu untuk menjalankan dan 

melaksanakan pengawasan untuk memastikan keselamatan dan 

keamanan pelayaran, salah satu tugas pengawasan Syahbandar 

adalah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang 

merupakan salah satu dokumen Negara yang diberikan oleh 

Syahbandar untuk kapal yang akan berangkat dari pelabuhan 

setelah kapal tersebut dinyatakan memenuhi kriteria kapal laik laut 

dan kelengkapan lainnya. Selain itu Custom Approval yaitu surat 

persetujuan terkait barang yang keluar dan dokumen ini akan 

diterbitkan setelah memenuhi ketentuan pabean dan pelayaran. 

Suparwan CK dkk. (2018) 
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2. Pengertian Pelabuhan 

Berdasarkan Permenhub Nomor 146 tahun 2016 tentang 

Penyelenggara Pelabuhan, pelabuhan didefinisikan sebagai suatu 

lokasi yang terdiri dari daratan dan/atau perairan yang memiliki batas 

tertentu yang digunakan untuk kegiatan sandar kapal, naik dan turun 

penumpang, serta bongkar muat barang, yang terdiri atas terminal 

dan area labuh kapal yang memiliki fasilitas keselamatan dan 

keamanan pelayaran sebagai penunjang kegiatan pelabuhan serta 

sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. 

Pelabuhan juga dapat diartikan sebagai terminal dan area 

yang digunakan kapal untuk melakukan proses bongkar muat di 

dermaga, tempat berlabuh, atau sejenisnya dan mengcakup 

perairan tempat kapal menunggu giliran untuk mendapatkan 

pelayanan. D.A.Lasse. (2014:4). 

Pelabuhan juga dapat dibagi menjadi 2(dua) menurut 

Triatmojo (2009), yaitu : 

a. Pelabuhan Umum adalah suatu jenis pelabuhan yang dibuat 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Adapun pyang 

menjadi penyelenggara Pelabuhan umum ialah unit pelaksana 

teknis atau satuan kerja atau Badan Usaha Pelabuhan (BUP). 

Pelabuhan memiliki batas- batas wilayah yang jelas dan terdiri 

atas fasilitas pelaabuhan seperti fasilitas bongkar muat, Gudang, 

dan lapangan penumpukan. Selain itu sarana dan prasarana 

angkutan barang yang mumpuni juga diperlukan untuk barang 

yang memiliki cara pengemasan khusus yang di fungsikan 

sebagai pelabuhan umum. 

b. Pelabuhan Khusus ialah Pelabuhan yang pengelolaannya 

dilakukan dilakukan untuk suatu kepentingan sendiri dalam 

menunjang suatu kegiatan khusus. Yang memiliki perizinan 

dalam pengelolaan pelabuhan ini adalah Badan Hukum 

Indonesia sesuai (KM 15, Tahun 2002) seperti Pemerintah, 
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Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai 

contoh dari pelabuhan khusus yaitu pelabuhan khusus angkutan 

laut, pelabuhan khusus minyak mentah, dan lain sebagainya. 

3. Fasilitas Pelabuhan  

a. Fasilitas pokok pelabuhan 

1) Dermaga adalah tempat yang digunakan kapal untuk 

diambatkan di pelabuhan. Dermaga juga diperuntukkan 

sebagai tempat kegiatan bongkar muat barang dan naik turun 

penumpang dari dan ke atas kapal. 

2) Alur pelayaran adalah alur yang digunakan sebagai jalan 

kapal agar dapat masuk ke daerah pelabuhan dengan aman 

dan lancar. Fasilitas ini menjadi sebuah fasilitas pokok guna 

untuk mengefisienkan proses kapal sandar di pelabuhan. 

3) Fasilitas Bunker yang merupakan fasilitas yang disediakan 

untuk melakukan pelayanan pengisian bahan bakar minyak 

(BBM). Yang dapat diangkut baik itu mengguanakan kapal 

untuk melakukan pengisian BBM bagi kapal yang sedang 

berlabuh dan juga bisa menggunakan truk tangka pengisi 

bahan bakar bagi kapal yang telah sandar di dermaga. 

4) Fasilitas jaringan air limbah, drainase, dan sampah menjadi 

fasilitas pokok yang juga dibutuhkan untuk menjaga kondisi 

kebersihan pelabuhan dan juga mengurangi genangan air 

yang mungkin terjadi akibat hujan. 

5) Fasilitas pemadam kebakaran adalah fasilitas yang yang 

harus ada di pelabuhan yang bertujuan melakukan 

pemadaman kebaran apabila sewaktu-waktu terjadi di area 

pelabuhan. 

6) Fasilitas Gudang untuk bahan atau barang berbahaya dan 

beracun merupakan salah satu fasilitas yang digunakan untuk 

menyimpan muatan atau barang-barang berbahaya untuk 

sementara waktu dimana barang tersebut mampu 
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menimbulkan bahaya kebakaran atau zat-zat yang memiliki 

sifat beracun dan membahayakan area sekitarnya. Tempat 

penampungan untuk barang berbahaya ini harus berada pada 

tempat yang terpisah dan tertutup ataupun terbuka tergantung 

dengan jenis muatannya. 

b. Fasilitas penunjang pelabuhan 

1) Gudang adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat 

penyimpanan barang yang dibongkar dari kapal ataupun 

barang yang akan dimuat ke kapal. 

2) Lapangan penumpukan merupakan lahan luas yang memiliki 

bidang rata yang berada di dekat dermaga diperuntukkan 

sebagai tempat penumpukan barang-barang dari kapal 

ataupun penumpukan barang sebelum dimuat ke atas kapal. 

Untuk barang yang disimpan pada lapangan penumpukan 

merupakan barang yang tahan terhadap perubahan cuaca. 

3) Terminal adalah lokasi khusus yang digunakan sebagai area 

pelayanan naik turun penumpang, dan merupakan tempat 

barang antri sebelum di muat ke atas kapal dan juga 

digunakan sebagai tempat bongkar muat barang ataupun peti 

kemas. 

4) Jalan merupakan suatu lintasan yang di lalui oleh kendaraan 

untuk menghubungkan terminal dengan lokasi yang lain, dan 

berperan penting  dalam kelancaran perpindahan kendaraan 

di pelabuhan. 

4. Pengertian Syahbandar 

Secara etimologi kata Syahbandar terdiri atas kata Syah dan 

Bandar. Syah memiliki arti penguasa dan kata Bandar memiliki arti 

pelabuhan-pelabuhan dan sungai-sungai, kapal-kapal, dermaga-

dermaga dan juga daerah laut yang dimaksudkan untuk tempat kepil 

atau labuh karena saratnya atau sebab lainnya. Berdasarkan 

pengertian yang tertera diatas dapat dilihat beberapa unsur yang 
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saling berkaitan satu sama lain yaitu sejumlah faktor penguasa laut, 

sungai, demaga dan kapal. Dengan kata lain,ada aspek sarana dan 

prasarana yang terdiri dari laut, demaga, sungai dan kapal serta 

unsur manusia (pengusaha dan pemerintah) dimana unsur-unsur 

tersebut disusun sedemikian rupa agar dapat memperlancar 

lalulintas angkutan laut yang efisien. (Randy Y.C., 2013)  

Syahbandar merupakan instansi pemerintah yang telah 

tercantum dalam Undang-Undang RI No. 17 tahun 2008 pasal 1 ayat 

58 Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang 

diangkat oleh mentri dan memiliki keenangan tertinggi untuk 

menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya 

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin 

keselamatan dan kemanan pelayaran. 

5. Tugas Syahbandar 

Syahbandar mempunyai peranan penting dalam setiap aspek 

pelayaran transportasi laut, seperti pengawasan, penegakan hukum, 

kepelabuhanan, perlindungan lingkungan maritime, serta pelayaran 

itu sendiri. Dengan kata lain, kinerja Syahbandar dalam menjalankan 

tugasnya berhubungan langsung dengan keberhasilan perjalanan 

sebuah kapal. Pasal 208 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

17 tahun 2008 yang mengatur tentang pelayaran menentukan 

tanggung jawab Syahbandar dalam melaksanakan kewajiban 

keamanan dan keselamatan pelayaran, yaitu : 

a. Memeriksa kelaiklautan kapal, keselamatan, kemananan dan 

ketertiban di pelabuhan 

b. Memantau tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur 

pelayaran 

c. Pengawsan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan 

d. Pengawasan kegiatan salvage dan pekerja bawah air 

e. Pengawasan kegiatan penundaan kapal 

f. Pengawasan pemanduan 
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g. Pengawasan kegiatan bongkar muat barang berbahaya serta 

limbah berbahaya dan beracun 

h. Pengawasan pengisian bahan bakar 

i. Pengawasan kegiatan embarkasi dan debarkasi penumpang 

j. Pengawasan pengurusan dan reklamasi 

k. Pengawasan kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan 

l. Membantu kegiatan pencarian dan penyelamatan 

m. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadam 

kebakaran di pelabuhan 

Diluar dari tugas-tugas diatas tentunya Syahbandar 

memerlukan kewenangan untuk menjalankan tugas dan fungsinya 

tersebut, maka dari itu Syahbandar memiliki kewenangan sebagai 

berikut : 

a. Mengkoordinasi segala jenis kegiatan pemerintahan di 

lingkungan pelabuhan 

b. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, serta warta kapal 

c. Menerbitkan persetujuan untuk setiap kegiatan kapal yang 

dilakukan di pelabuhan 

d. Melakukan pemeriksaan kapal  

e. Menerbitkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) untuk kapal yang 

akan meninggalkan pelabuhan 

f. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal 

g. Menahan kapal yang bermasalah dengan berdasarkan pada 

perintah pengadilan,dan 

h. Melaksanakan sijil awak kapal 

6. Intansi pemerintah di Pelabuhan 

Pelabuhan merupakan sistem yang saling terkait untuk 

melayani kapal dan berbagai usaha yang berlansung di pelabuhan. 

Dalam sistem tersebut terdapat berbagai instansi pemerintah yang 

bekerja sama saling mendukung untuk melayani kapal. 

D.A.Lasse.(2014). 
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a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan(KSOP)  

KSOP merupakan salah satu instansi pemerintah yang ada di 

Pelabuhan yang memiliki peran dalam melayani, serta miliki 

kewenangan dalam upaya merencanakan, mengatur, mengurus, 

membimbing, mengambil keputusan, dan mengendalikan atau 

mengawasi kegiatan di wilayah pelabuhan. 

b. Bea Cukai 

Bea Cukai merupakan instansi pemerintah yang juga berkegiatan 

di Pelabuhan bertugas melayani masyarakat terkait pelaksanaan 

kebijakan dibidang pengawasan, pelayanan, penegakan hukum, 

dan pengoptimalan penerimaan negara pada bidang 

kepabeanan dan cukai.  

c. Imigrasi  

Kedatangan dan kunjungan orang asing ke wilayah indonesia 

tentunya tdak bisa secara sembarangan  maka Imigrasi selaku 

instansi pemerintah diberikan wewenang dan tugas dalam 

mengawasi keluar masuknya orang asing di wilayah Indonesia, 

keberadaan serta kegiatan yang dilakukan perlu diketahui dan 

didata selama berada diwilayah Indonesia. 

d. Karantina Kesehatan Pelabuhan 

Merupakan Departemen Kesehatan dan memiliki peran yang 

sangat penting dan menjadi halpokok dalam melaksanakan 

fungsi pencegahan penyebaran penyakit menular dan potensi 

wabah, meminimalisir resiko dengan melakukan kegiatan 

karantina dan survailans epidemiologis. 

e. PT. Pelabuhan Indonesia (PELINDO) 

PELINDO merupakan salahsatu Badan Usaha Milik Negara yang 

telah memiliki perizinan dari Otoritas Pelabuhan dalam 

penyelenggaraan pengusahaan bongkar muat kapal dan 

pelayanan kapal yang berada di wilayah Pelabuhan Indonesia. 

Pelindo memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang timbul 
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dalam proses bongkar muat barang maupun meliputi kegiatan 

stevedoring, cargodoring, dan receiving/ delivery dan apabila 

terbukti kelalaian dan kesalahan itu terjadi dalam lingkup 

tanggung jawab PT. Pelabuhan Indonesia. 

7. Proses clearance in dan clearance out 

a. Sebelum kapal tiba 

1) Masuk ke situs pusat data melalui link disamping 

https://simlala.dephub.go.id/pusatdata/  kemudian mencari 

RPK kapal yang akan di proses. 

2) Kemudian log in pada web Inaportnet lalu mengisi warta 

kedatangan kapal. 

b. Kapal tiba 

1) Perwakilan operasional dari agen akan naik ke atas kapal 

untuk mengambil dokumen-dokumen untuk keperluan 

clearance in di Kantor Syahbandar dan dokumen-dokumen 

tersebut akan disimpan di Kantor Syahbandar selama kapal 

masih berada di pelabuhan sampai kapal akan berlayar 

meninggalkan pelabuhan. 

2) Agen pelayaran juga akan melakukan pengajuan kepada PT. 

Pelindo untuk dilakukan pemanduan pada wilayah perairan 

wajib pandu agar tidak terjadi suatu insiden yang tidak di 

inginkan. 

3) Keudian PT. Pelindo akan memberikan kegiatan pelayanan 

yang sesuai dengan fasilitas yang telah mendapat 

persetujuan dalam meeting PPSA (Pusat Pelayanan Satu 

Atap). 

4) Kemudian pada saat kapal telah bertambat di pelabuhan yang 

dituju barulah kapal tersebut melakukan kegiatannya seperti 

melakukan kegiatan bongkar muat barang. 

5) Setelah semua kegiatan selesai barulah Perusahaan 

Pelayaran melakukan clearance terhadap dokumen-dokumen 

https://simlala.dephub.go.id/pusatdata/
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kapal pada instansi terkait di Pelabuhan serta melakukan 

pembayaran kewajiban-kewajiban yang perlu di selesaikan. 

c. Kapal keluar / clearance out 

1) Setelah semua kegiatan kapal selesai agen pertama tama 

mengajukan pengajuan keagenan melalui sistem inaportnet 

untuk mendapat persetujuan oleh pihak Syahbandar untuk 

meng-ageni kapal yang dimaksud 

2) Setelah itu agen akan melaporkan jadwal keberangkatan 

kapalnya untuk kemuadian diterbitkan LK3 (Laporaran 

Kedatangan Dan Keberangkatan Kapal) oleh Seksi Lalulintas 

angkutan laut dan kepelabuhanan sebagai persyaratan 

penerbitan SPB (Surat Persetujuan Berlayar)  

3) Selanjutnya dilakukan perhitungan kewajiban yang harus 

dibayar oleh kapal tersebut setelah melakukan kegiatannya di 

pelabuhan, untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh agen 

sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

4) Agen pelayaran menylesaikan proses clearance Out kapalnya 

pada kantor Syahbandar dengan melengkapi semua 

persyaratan penerbitan SPB dan menunjukkan semua bukti 

pembayaran tagihan kapal agar kapal dapat diterbitkan  Surat 

Persetujuan Berlayar (SPB) kemudian dokumen-dokumen 

kapal akan diserahkan kembali ke kapal. 

5) Setelah seluruh kegiatan bongkar muat selesai maka agen 

kapal akan mengajukan permohonan pandu, tunda ke PT. 

Pelindo untuk keperluan keluar kapal meninggalkan 

Pelabuhan. 

8. Dokumen Clearance in dan Clearance out kapal 

a. Dokumen Clearance in Kapal 

1) Crew list  

Dokumen ini adalah dokumen perlu dimiliki oleh kapal yang 

berisi daftar nama crew kapal yang ada di atas kapal beserta 
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jabatannya dan isinya harus sesuai dengan dengan nama 

crew kapal yang ada pada buku sijil. 

2) Personal Effect List  

Personal effect list merupakan dokumen yang dimiliki kapal  

berisi nama barang disertai dengan jumlah barang pribadi 

milik awak kapal, dokumen ini dibuat untuk keperluan 

pemeriksaan petugas bea cukai. 

3) Voyage Memo  

Voyage memo adalah catatan perjalanan kapal. 

4) Warta kapal 

Warta kapal adalah dokumen yang berisi keterangan-

keterangan kapal, muatan, bahan bakar, air tawar. Dokumen 

ini juga harus terisi pada wkatu kapal tiba di Pelabuhan. 

5) International Declaration of health 

International declaration of health dokumen yang menyatakan 

bahwa kondisi diatas kapal sehat, dan tidak terjangkit penyakit 

menular. 

6) Sijil awak kapal 

Sijil awak kapal merupakan buku yang isinya adalah daftar 

nama anak buah kapal beserta jabatannya diatas kapal, dan 

perlu diketahui oleh Syahbandar dan juga disyahkan oleh  

Syahbandar. 

7) Cargo discharging list  

Cargo discharging list merupakan dokumen yang berisi daftar 

muatan yang akan dibongkar di Pelabuhan. 

b. Dokumen Clearance Out kapal 

1) Laporan Kedatangan dan Keberangkatan kapal (LK3) 

LK3 merupakan dokumen yang berisi tentang pelabuhan tiba 

beserta jumlah dan jenis muatan dari kapal dan juga 

pelabuhan tujuan dari kapal yang disertai dengan jumlah dan 

jenis muatan yang dimuat oleh kapal. 
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2) Sailing Declaration 

Sailing declaration merupakan salah satu dukumen yang 

dibuat oleh nahkoda sebagai surat yang menyatakan bahwa 

kapal, muatan, dan awak kapal telah sesuai dan memenuhi 

standar keselamatan dan keamanan pelayaran. 

3) Cargo manifest 

Cargo manifest yaitu dokumen muatan selama muatan 

tersebut berada dalam masa pengangkutan sejak kapal 

berangkat dan menuju ke Pelabuhan tujuan.  

4) Memorandum 

Memorandum merupakan dokumen yang berisi cek list 

dokumen kapal yang telah di verifikasi oleh marine inspector 

yang menyatakan bahwa tidak ada dokumen kapal yang 

expired (kedaluwarsa). 

5) International declaration of healt 

International declaration of healt atau dikenal dengan buku 

Kesehatan dari instansi Karantina Kesehatan Pelabuhan 

yang berisi pernyataan terkait kondisi diatas kapal sehat, dan 

tidak terjangkit penyakit menular. 

6) Validasi Dokumen 

Merupakan ceklist kelengkapan persyaratan penerbitan SPB 

(Surat Persetujuan Berlayar) yang dibuat oleh Syahbandar 

untuk memastikan kembali kelengkapan dokumen kapal 

sebelum diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 

7) Bukti Pembayaran PNBP 

Bukti pembayaran dari setiap kewajiban kapal lainnya perlu di 

lampirkan sebagai tanda bukti bahwa kapal telah 

menyelesaikan urusannya pada pelabuhan yang di kunjungi. 
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8) Port Clearance (SPB) 

Port clearance atau Surat Persetujuan Berlayar (SPB) ialah 

dokumen yang diterbitkan oleh Syahbandar untuk kapal yang 

akan berangkat dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan 

kelaik lautan kapal serta telah menyelesaikan semua 

kewajiban lainnya. 
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B. Kerangka Pikir 

Gambar 2. 1 : Kerangka Pikir 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GdAnalisis proses Clearance In dan Clearance Out di KSOP Kelas II 

Kendari Pada Pelabuhan Bungkutoko  
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C. Hipotesis 

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

diatas, maka penulis mendapat dugaan sementara bahwa masih 

ditemukan beberapa kendala  Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas II Kendari dalam proses Clearance in and out kapal di 

pelabuhan Bungkutoko. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan 

dengan cara studi kasus yang menggunakan desain deskriptif kualitatif. 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menggambarkan kejadian atau 

fakta, fenomena, dan keadaan sebenarnya yang terjadi  pada saat 

penelitian dilakukan. Adapun metode pembahasan yang penulis 

lakukan adalah dengan melakukan pengamatan terkait kegiatan Agen 

kapal dan pihak-pihak terkait khususnya Syahbandar terkait hambatan 

apa saja yang dialami pada proses Clearance In and Out kapal serta 

meminta data atau dokumen sebagai penunjang untuk kelengkapan 

data-data yang diperlukan dan dapat dijadikan sebagai pendukung bagi 

penulis dalam penelitian ini. 

B. Definisi Oprasional Variabel 

Definisi operasinal variable merupakan suatu dimensi yang 

diberikan pada suatu variable dengan memberikan arti atau 

menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur variable tersebut (Sugiyono, 2014). Definisi 

Oprasional Varibel pada penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Analisis 

Analisis dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau 

serangkaian kegiatan untuk melakukan pemeriksaan atau 

menyelidiki sebuah peristiwa dengan menggunakan data untuk 

memperoleh informasi tentang keadaan yang sebenarnya. 

2. Clearance in 

Clearance in kapal ialah proses kapal masuk ke wilayah 

pelabuhan dalam rangka melakukan kegiatan bongkar muat atau 

melakukan kepentingan lain. Dalam proses ini tentunya memerlukan 
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persetujuan dari berbagai pihak yang memiliki kewenangan di 

Pelabuhan. 

3. Clearance out 

Clearance out kapal merupakan kegiatan kapal meninggalkan 

pelabuhan setelah melakukan kegiatannya di pelabuhan dan telah 

dinyatakan laik laut oleh Syahbandar serta telah menyelesaikan 

urusannya dengan instansi terkait di Pelabuhan, kemudian 

menerima Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh 

Syahbandar. 

4. Pelabuhan 

Pelabuhan merupakan daerah perairan yang terlindungi 

terhadap gelombang, dan terdiri dari fasilitas terminal laut yaitu 

dermaga yang menjadi tempat kapal bertambat agar dapat 

melakukan proses bongkar muat barang, crane sebagai alat untuk 

membongkar dan memuat barang dari dermaga ke kapal atau 

sebaliknya, Gudang sebagai tempat penyimpanan barang yang 

dibongkar dari kapal, serta lapangan penumpukan yang digunakan 

sebagai tempat menyimpan barang dalam jangka waktu tertentu. 

Dan terminal ini juga dilengkapi dengan jalan raya bahkan juga jalan 

kereta api.  

C. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ialah jumlah objek yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk di analisis dan ditarik kesimpulannya dengan cara memilih 

objek secara keseluruhan dari ojek yang memiliki kuantitas dan 

karakteristik tertentu. Adapun populasi data dalam penelitian ini ialah 

kapal yang masuk di Pelabuhan Bungkutoko Kendari. 

Sampel penelitian adalah bagian dari karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Sampel penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini 6 

(enam) kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Bungkutoko 

Kendari. 
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D. Metode  Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang 

dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Untuk 

memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa 

metode sebagai berikut: 

1. Metode observasi 

Metode observasi ialah metode penelitian yang dilakukan melalui 

pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Penulis akan 

mempelajari dan mencari kesesuaian antara keterangan yang di 

dapatkan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. 

Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan di Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari, 

Pelabuahan, dan Instansi-Instansi terkait lainnya. 

2. Metode dokumentasi 

Merupakan metode yang dilakukan dengan cara mencari dan 

mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai 

pendukung dalam penelitian ini dan dokumen tersebut memiliki 

relevansi yaitu dokumen yang dibutuhkan pada saat proses 

Clearance In and Out di Pelabuhan Bungkutoko Kendari. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses yang dilakukan dalam mencari 

serta menyusun data dengan cara yang sistematis dengan memperoleh 

darta dari hasil observasi yang dilakukan secara langsung dilapangan, 

dan dokumentasi yang diambil sehingga mampu mengorganisasikan 

data yang diperoleh dalam kategori-kategori yang telah di tentukan, 

menyusun dalam pola, memilih mana yang lebih utama untuk dipelajari, 

dan menarik kesimpulan sehingga hasil Analisis yang dilakukan dapat 

mudah dipahami baik itu bagi penulis begitu juga dengan orang lain. 
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Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik deksriptif 

kualitatif dimana dalam pengolahan data kualitatif dilakukan dengan 

mengumpulkan data-data yang telah diperoleh melalui gambaran fakta-

fakta atau karakteristik yang sebenarnya di lapangan agar penulis 

mampu menarik sebuah kesimpulan sesuai dengan data yang di 

peroleh. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum 

1. Sejarah Singkat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan  

Kelas II Kendari 

Kantor KSOP Kelas II Kendari merupakan salah satu UPT 

dibawah naungan Direktorat Jendral PerhuBungan Laut Kementrian 

Perhubungan yang diberikan tugas dan wewenang dalam 

melaksanakan pengawasan penegakan hukum pada bidang 

Keselamatan Keamanan Pelayaran. 

Sebelum menjadi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas II Kendari, pernah mengalami beberapa kali 

perubahan. Yakni Setelah berpisah dengan Provinsi Sulawesi 

Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 1964 

dibentuklah Jawatan Pelayaran Ekonomi di Sulawesi Tenggara.di 

bawah Kantor Wilayah VI Departemen Perhubungan Laut Sulawesi 

Selatan Tenggara, Kemudian dan tahun 1971 diubah menjadi Kantor 

Syahbandar dibawah naungan  Kantor Wilayah VI Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut di Makassar. 

Setelah itu pada tahun 1985 dalam rangka menunjang 

kelancaran arus barang serta perekonomian yang di dasarkan pada 

Keputusan Presiden No.4 Tahun 1985 maka dibentuklah Kantor 

Adpel yakni berintegrasinya 4 UPT DITJEN Perhubungan laut yang 

terdiri dari Kantor Syahbandar, Kantoor Kesatuan Penjaan Laut dan 

Pantai (KPLP), Kantor Lalu Lintas dan Angkutan Laut, serta Kantor 

Distrik Navigasi. Sehingga Kantor Syahbandar Kendari diubah 

menjadi Kantor Administrator Pelabuhan Kendari dibawah naungan 

Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Provinsi Sulawesi 

Tenggara yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Mentri 
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Perhubungan KM./OT.002/PHB-1985 tanggal 11 April 1985 dibentuk 

pada tahun 1985 di klasifikasikan kedalam ADPPEL Kelas IV. 

Sebelum Pembentukan Kantor Administrator Pelabuhan 

Kendari untuk melaksanakan kegiatan di Pelabuhan dan 

Keselamatan Nautis,Tehnis kapal dilaksanakan oleh Syahbandar 

dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) 

Kendari.Berdasarkan Kepututsan Menteri Perhubungan 

No.KM.89/CT.002/PHB-85, tanggal 11 April 1985, Unit Pelaksana 

Tehnis (UPT), terintegrasi kedalam Kantor Administrator Pelabuhan 

Kendari. Melalui pengintegrasian ini, maka prosedur pelayanan 

keselamatan pelayaran di Pelabuhan Kendari ditangani langsung 

oleh Kantor Administrator Pelabuhan Kendari. 

Pada tahun 2012 Kantor Administrator Pelabuhan Kendari 

diubah menjadi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 

Kelas II Kendari sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor : PM 36 Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012,sampai sekarang 
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Gambar 4. 1 : Kantor KSOP Kelas II Kendari 

Sumber : Kantor KSOP Kelas II Kendari 

2. Visi Misi Kantor KSOP  Kelas II Kendari 

a. Visi 

1) Pelaksanaan pelayanan oprasional pelabuhan yang kondusif, 

efektif dan efisien serta mampu bersaing dengan negara lain. 

b. Misi 

1) Terwujudnya pengelolaan lahan bagi para pengelola terminal 

sesuai kebutuhan dan peruntukannya. 

2) Terjadinya infrastruktur pokok pelabuhan yang memadai, 

termasuk acces jalan dari pelabuhan ke pusat-pusat industri. 

3) Tercapainya penetapan standar kinerja kepelabuhanan 

sesuai dengan peruntukan masing-masing terminal. 
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4) Tercapainya masyarakat maritime disekitar pelabuhan yang 

mampu berperan positif dalam kegiatan kepelabuhanan. 

3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kendari berdasarkan pada Peraturan 

Mentri Perhubungan Nomor : PM 76 Tahun 2018 yang merupakan 

perubahan Kedua atas Peraturan Mentri Nomor PM 36 Tahun 2012 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan. Untuk gambar struktur organisasi pada  Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari Penulis 

perlihatkan pada table 4.2 dibawah : 

Gambar 4. 2 : Struktur organisasi Kantor KSOP Kelas II Kendari  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://dephub.go.id/org/ksopkendari/struktur-organisasi 

 

 

http://dephub.go.id/org/ksopkendari/struktur-organisasi
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Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II 

Kendari terdiri dari : 

a. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II 

Kendari 

b. Sub bagian Tata Usaha 

c. Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal 

d. Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli 

e. Seksi Lalulintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan 

Untuk tugas pokok bagi masing-masing bagian pada Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari yaitu : 

a. Kepala Kantor KSOP Kelas II Kendari 

Kepala Kantor merupakan orang yang dilantik oleh 

Kementrian Perhubungan untuk memegang jabatan sebagai 

Kepala Kantor KSOP Kelas II Kendari dan memiliki peran sebagai 

koordinator pelaksanaan baik itu kegiatan pemerintah maupun 

pelayanan jasa oleh unit kerja di pelabuhan. Untuk tugas dan 

wewenang Kepala Kantor yaitu : 

1) Mengkoordinasi kegiatan pelayanan jasa agar berjalan sebaik 

mungkin untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional di 

pelabuhan. 

2) Melakukan kegiatan teknis operasional di pelabuhan yang 

dengan berdasarkan pada petunjuk yang diberikan oleh 

Direktorat Jendral Perhubungan Laut. 

3) Melakukan penyusunan rencana kerja operasional Pelayaran 

4) Memberikan penyelesaian terhadap setiap masalah yang 

dialami agar tidak menghambat kelancaran kegiatan 

operasional pelabuhan  

b. Tata Usaha 

1) Mengelola pendapatan dan pengeluaran serta laporan 

keuangan 
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2) Melakukan kegiatan kepegawaian, umum, dan hukum 

3) Hubungan dengan masyarakat dan pengelola laporan Kantor 

KSOP 

c. Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK) 

Merupakan seksi bidang yang menangani sertifikat-

sertifikan kapal baik itu pendaftaran, balik nama, dan pengukuran 

kapal serta bidang ini juga yang memiliki wewenang untuk 

melakukan inspeksi terhadap kondisi diatas kapal, Adapun tugas 

pokok dari seksi SHSK ini yaitu : 

1) Melakukan pengukuran, pendaftaran, balik nama, hipotek, 

dan surat tanda kebangsaan kapal. 

2) Perganntian bendera kapal dna pemasangan selar 

3) Memeriksa kondisi bangunan kapal 

4) Sebagai pemeriksa, penguji nautis, teknis, radio kapal serta 

pengujian stabilitas kapal 

5) Melakukan pengujian berlayar kapal, pengujian peralatan  

seperti peralatan keselamatan yang ada diastase kapal, 

memberikan verifikasi, penerbitan sertifikat keselamatan 

kapal, sertifikat manajemen keselamatan, dan pencegahan 

pencemaran. 

d. Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan, dan Patroli (KBPP) 

 Adapun Seksi yang diberi wewenang dalam pengawasan 

clearance in and out ialah Seksi Keselamatan Berlayar, 

Penjagaan dan Patroli (KBPP) sekaligus yang mengoprasikan 

sistem SPS Online (Surat Persetujuan Syahbandar Online). 

Tugas pokok serta wewenag yang dimiliki dari Seksi 

Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli (KBPP) yaitu:  

1) Melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan pengawakan 

kapal, penyedia bahan penerbitan dokumen kepelautan, 

perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal, dan juga 

perlindungan awak kapal. 
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2) Melakukan pengawasan tertib Bandar, pergerakkan kapal 

(shifting), mengawasi kegiatan pandu dan tunda bagi kapal di 

wilayah pearairan pelabuhan dan tertib berlayar.  

3) Melakukan pengawasan lalu lintas kapal yang akan keluar 

dan masuk ke Pelabuhan, untuk kapal asing diawasi oleh port 

state control, flag state control. 

4) Memastika kelengkapan persyratan kelaiklautan kapal, 

penerbitan Surat Persetujuan Berayar, penjagaan, dan 

pengamanan. 

5) Mengawasi kegiatan bongkar barang khusus, barang 

berbahaya dan beracun (B3), pengawasan pembangunan 

fasilitas pelabuhan, pengerukan, reklamasi. 

6) Melakukan patroli di lingkungan perairan pelabuhan, 

pengawasan, dan melakukan kontrol terhadap keselamatan 

kapal yang berkegiatan di wilayah pelabuhan, baik itu kapal 

yang akan keluar dan masuk pelabuhan maupun kapal sadar 

dan berlabuh, menyediakan peralatan koordinasi dan 

memberikan bantuan dalam proses pencarian dan 

penyelamatan ( Search And Rescue / SAR). 

7) Menanggulangi pencemaran laut dan pencegahan serta 

pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, pengawasan 

kegiatan alih muat di perairan pelabuhan salvage dan 

pekerjaan bawah air. 

8) Melakukan pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi 

pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi system keamanan 

kapal dan fasilitas pelabuhan ( International Ship and Port 

Facility Security Code/ ISPS- Code). 

9) Melakukan penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan 

pada, celakaan kapal, serta pelaksanaan penyidikan tindak 

pidana di bidang pelayaran sesuai dengan peraturan 

perundang- undangan. 
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e. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan 

Pada Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, dan Usaha 

Kepelabuhanan ini yang disingkat dengan sebutan Seksi LALA 

merupakan bagian yang mengawasi kegiatan Badan Usaha 

Pelabuhan (BUP), serta badan usaha lain yang berkegiatan di 

pelabuhan seperti perusahaan bongkar muat, serta perusahaan 

pelayaran, Adapun tugas pokok dari seksi LALA ini yaitu : 

1) Mengatur, mengawasi dan mengendalikan kegiatan lalu lintas 

dan angkutan tenaga kerja serta kegiatan bongkar muat. 

2) Mengawasi setiap kegiatan keagenan dan perwakilan 

perusahaan angkutan kapal asing, serta menjamin 

keamanan, kelancaran serta ketertiban di pelabuhan. 

3) Mengatur lalu lintas kapal yang keluar masuk pelabuhan 

dengan melalui kegiatan penundaan kapal. 

4) Mengawasi dan mengevaluasi standar penggunaan alat 

bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) 

5) Menyusun rencana induk pelabuhan, rencana program 

pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

pelabuhan, serta pemeliharaan lingkungan di wilayah 

pelabuhan. 

6) Melaksanakan programpemeliharaan sarana dan prasarana 

pelayanan jasa kepelabuhanan yang menjadi pelayanan yang 

belum diadakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) serta 

Menyusun desain konstruksi fasilitas yang ada di pelabuhan 

7) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan lahan daratan 

dan perairan di pelaabuhan dalam penggunaannya serta 

daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan 

Kepentingan pelabuhan. 

8) Menetapkan fasilitas operasional di pelabuhan 

9) Melakukan pengelolaan terminal serta meningkatkan 

kemampuan terminal dan operasional pelabuhan24 jam 
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10)  Menyusun konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan serta 

memberikan penyediaan layanan jasa kepelabuhanan yang 

belum disediakan oleh BUP. 

4. Sejarah Pelabuhan Bungkutoko 

Pelabuhan Bungkutoko di Sulawesi Tenggara telah 

diselesaikan pembangunannya oleh Kementrian Perhubungan Pada 

tahun 2016 dengan menggunakan dana APBN sebesar RP. 204.217 

miliar sejak tahun 2009 sampai tahun 2015 yang lokasinya terletak 

di mulut Teluk Kendari yang merupakan tempat pertemuan arus 

keluar masuk air laut dari Teluk Kendari serta dari Laut Banda. 

Pembangunan Pelabuhan Bungkutook merupakan hasil dari 

Keputusan Presiden Nomor 168 tentang Kawasan pengembangan 

ekonomi terpadu, Buton, Kolaka, dan Kendari. Dalam 

Pengembangan Pelabuhan Bungkutoko ini merupakan salah satu 

pengembangan Pelabuhan Kendari yang terkendala karena 

keterbatasan lahan pengembangan, pendangkalan perairan kolam, 

alur pelayaran yang sempit, dan juga pembangunan jembatan di atas 

alur pelayaran dengan tinggi bebas yang terbatas oleh pemerintah 

daerah.  

Dengan adanya pembangunan di Kawasan Bungkutoko ini 

menajdi lokomotif pembangunan wilayah kota Kendari yang saat ini 

terus berbenah untuk mensejajarkan diri dengan kota-kota lain di 

Indonesia.  

Pelabuhan Bungkutoko menjadi pelabuhan pungumpul 

dengan kapasitas kapal kargo sebesar 6.000 DWT dan merupakan 

yang terbesar. Selain itu, Pelabuhan Bungkutoko juga mampu untuk 

kapal penumpang yang berukuran 6.022 GT (Pelni) dengan 

kedalaman Faceline dermaga seluas 8 M LWS. 
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Gambar 4. 3 Pelabuhan Bungkutoko Kendari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://dephub.go.id/post/read/kemenhub-rampungkan-

pelabuhan-bungkutoko-dan-siap-diresmikan 

 

Fasilitas Pelabuhan yang ada di pelabuhan Bungkutoko terdiri 

dari Dermaga dengan luas 188x20 m2, Trestle seluas 206x8 m2, dan 

Causeway dengan luas 150x8 m2, sementara itu, lahan sisi darat 

pada Pelabuhan Bungkutoko totalnya seluas 363x200 m2 yang terdiri 

dari Gudang dengan luas 15,5x25 m2, lapangan penumpukan 

barang seluas 25.000 m2, Kantor KSOP dengan luas 15,5x25 m2, 

pos jaga seluas 4x6 m2, serta jalan pada lingkungan pelabuhan 

seluas 524x10 m2. 

  

https://dephub.go.id/post/read/kemenhub-rampungkan-pelabuhan-bungkutoko-dan-siap-diresmikan
https://dephub.go.id/post/read/kemenhub-rampungkan-pelabuhan-bungkutoko-dan-siap-diresmikan
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B. Proses Clearance In dan Clearance Out di KSOP Kelas II Kendari 

1. Proses Clearance In Kapal oleh KSOP Kelas II Kendari 

Proses kedatangan kapal (Clearance In) di wilayah kerja 

KSOP Kendari terkhusus di pelabuhan bungkutoko telah 

menggunakan sistem online melalui sistem inaportnet, yaitu agen 

pelayaran mengajukan permohonan kedatangan kapal dengan cara 

meng-upload data kapalnya ke system inaportnet untuk 

mendapatkan persetujuan dari pihak Syahbandar. 

Oleh karena itu dari pihak syahbandar juga memiliki sistem 

pengawasannya sendiri yang disebut dengan Surat Persetujuan 

Syahbandar secara Online yang disingkat dengan SPS Online, 

pelayanan SPS Online ini terdiri atas pelayanan Surat Persetujuan 

Kapal Masuk Pelabuhan (clearance in), pelayanan Surat 

Persetujuan Olah Gerak Kapal di Pelabuhan, dan Pelayanan Surat 

Persetujuan Berlayar (clearance out/port clearance) yang sudah 

terkoneksi dengan system inaportnet dari pihak agen pelayaran. 

Berdasarkan PM Nomor 154 Tahun 2015 tentang Pelayanan 

Surat Persetujuan Syahbandar Secara Online pada pasal 3 nomor 2 

yang menyatakan bahwa pelayanan SPS Online berlaku untuk 

semua kapal kecuali, Kapal berukuran 35 (tiga puluh lima) Gross 

Tonnage, Kapal perikanan, Kapal pelayanan rakyat, dan Kapal yang 

beroprasi tetap pada daerah pelayaran tertentu dengan waktu 

pelayaran kuran dari 6 (enam) jam. 

Sehingga setiap kegiatan kapal di Pelabuhan Bungkutoko 

Kendari memerlukan persetujuan syahbandar melalui system SPS 

Online karena semua kapal yang berkunjung di Pelabuhan 

Bungkutoko memuliki ukuran yang lebih dari 35 (tiga puluh lima) 

Gross Tonnage. 

Apabila Ada kapal yang mengajukan Surat Persetujuan 

Masuk (SPM) maka pihak Syahbandar akan mengecek Last Port 
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Clearance (SPB Tiba) kapal tersebut dan memastikan dokumen-

dokumen yang di upload oleh agen melalui inaportnet tidak ada yang 

expired (kedaluwarsa). Dan jika sudah di nyatakan sesuai maka 

pihak syahbandar akan mengupprove (menyetujui) permohonan 

tersebut, kemudian kapal itu dapat masuk ke wilayah kerja KSOP 

Kelas II Kendari.  

Yang perlu diperhatikan oleh pihak syahbandar pada saat ada 

agen pelayaran yang mengajukan Surat Persetujuan Kapal Masuk 

(SPM) di Pelabuhan Bungkutoko yaitu perlu melakukan koordinasi 

dengan Kepala Pos di pelabuhan tersebut untuk memastikan 

wilayah dermaga masih memiliki tempat untuk sandar kapal.   

Untuk Kapal penumpang yang ingin masuk ke Pelabuhan 

maka kapal itulah yang di utamakan untuk masuk terlebih dahulu  ke 

Pelabuhan dan apabila di suatu pelabuhan yang dermaganya dalam 

kondisi penuh dan sewaktu-waktu ada kapal penumpang yang akan 

sandar maka salah satu dari kapal yang ada di dermaga tersebut 

selain kapal penumpang harus bergerak keluar ke area labuh 

terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan Surat Persetujuan 

Olah Gerak (SPOG), setelah mendapatkan Persetujuan Olah Gerak 

oleh syahbandar maka kapal itu bisa bergerak menuju area labuh 

kemudian kapal penumpang yang ingin sandar dapat bergerak 

mendekati pelabuhan untuk bersandar. Setelah kapal penumpang 

itu melakukan kegiatannya barulah kapal itu berlayar meninggalkan 

dermaga kemudian kapal barang yang sudah bergerak ke area labuh 

dapat bergerak masuk kembali ke dermaga untuk melanjutkan 

kegiatannya. 

Setelah kapal sandar di pelabuhan agen pelayaran akan 

melaporkan seluruh dokumen dan surat kapal yang diisi dan 

ditandatangani oleh nahkoda selanjutkan diserahkan untuk diperiksa 

kembali oleh pihak KSOP dengan melampirkan memorandum 

pemeriksaan dokumen kapal. Dokumen-dokumen ini diambil 
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Kembali Ketika kapal akan berlayar Kembali,dimana pelaporannya 

ini tidak lebih dari 1 (satu) hari setelah kapal sandar. 

2. Proses Clearance Out Kapal Oleh KSOP Kelas II Kendari 

Kapal dapat berangkat (meninggalkan) Pelabuhan pada saat 

kapal tersebut telah selesai melakukan kegiatannya di pelabuhan 

dan juga telah menerima Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari 

pihak syahbandar. 

Dalam SIstem SPS Online (Surat Persetujuan Syahbandar) 

suatu kapal dapat diberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 

apabila agen pelayaran dari kapal tersebut telah mengajukan 

Pemberitahuan Keberangkatan Kapal dengan memasukkan nomor 

PKK (Pemberitahuan Kedatangan Kapal) yang dimiliki kapal tersebut 

dimana nomor PKK ini diterima pada saat Pemberitahuan 

Kedatangan kapal tersebut telah di setujui (approve) oleh pihak 

syahbandar. Dengan memasukkan nomor PPK tersebut maka data-

data kapal yang telah di upload pada saat kedatangan kapal secara 

otomatis akan muncul pada menu Pemberitahuan Keberangkatan 

kapal. Apabila seluruh kelengkapan untuk permohonan kapal telah 

selesai di upload oleh agen, selanjutnya permohonan tersebut 

dikirim, maka akan terkirim ke sistem SPS Online pada pihak 

Syahbandar. Pada sistem SPS Online milik syhabandar dapat dilihat 

apabila permohonan tersebut telah menerima persetujuan dari 

instansi-instansi terkait dipelabuhan. 

Adapun persetujuan persetujuan yang dimaksud yaitu 

persetujuan oleh pihak Karantina Kesehatan yang telah menyatakan 

bahwa kapal tersebut terbebas dari penyakit menular dan kondisi 

diatas kapal bersih dan bebas dari gangguan hama, kemudian juga 

ada beberapa kewajiban kewajiban kapal yang perlu di selesaikan 

oleh pihak agen kapal tersebut. 

Dari pihak agen kapal tersebut akan datang ke kantor KSOP 

Kelas II Kendari untuk meminta nota tagih terkait pembayaran PNBP 
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(Pendapatan Negara Bukan Pajak) berupa Rambu, Tambat dan 

Labuh, setelah mendapatkan billing pembayaran PNBP agen perlu 

segera melakukan pebayaran agar kapal tersebut dapat dikatakan 

telah menyelesaikan semua kewajibannya di pelabuhan singgah. 

Setelah itu agen juga akan menerima hasil memorandum dokumen-

dokumen kapalnya oleh marine inspector pada Seksi SHSK (Status 

Hukum dan Sertifikasi Kapal) guna untuk memeriksa kembali masa 

berlaku dokumen-dokumen yang ada di kapal tersebut sebagai bukti 

bahwa tidak ada dokumen yang kedaaluwarsa atau expired. 

Selanjutnya dari Seksi KBPP (Keselamatan Berlayar Penjagaan dan 

Patroli) akan melakukan Cheklist kelengkapan kembali untuk 

memastikan bahwa dokumen yang di upload pada Sistem SPS 

Online tidak dibuat-buat.  

Apabila permohonan agen tersebut telah menerima 

persetujuan dari instansi-instansi terkait di pelabuhan dan sudah 

menyelesaikan segala jenis urusannnya di pelabuhan itu. Maka dari 

pihak syahbandar akan menguprove (menyetujui) permohonan 

Surat Persetujuan Berlayar Kapal tersebut. 

Setelah mendapat persetujuan dari pihak Syahbandar melalui 

sistem SPS Online pada sistem itu juga dapat dilakukan pencetakan 

SPB (Surat Persetujuan Berlayar), dari pihak syahbandar akan 

memilah permohonan kelengkapan SPB dari kapal itu untuk 

dijadikan dokumen arsip. Setelah agen menerima SPB dari 

Syahbandar SPB itu akan di antar oleh agen untuk diserahkan 

kepada Nahkoda, dan kapal yang diageninya sudah bisa berangkat 

untuk meninggalkan pelabuhan. 
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C. Masalah yang Dialami KSOP Kelas II Kendari Dalam Menangani 

Proses Clearance In and Out Kapal 

1. Masih Kurangnya Pemahaman Agen Dalam Pengguanaan 

Inaportnet 

Kantor KSOP Kelas II Kendari baru menerapkan sistem 

inaportnet ini di tahun 2019 silam. Penerapan sistem inaportnet ini 

dinilai mampu mengefisienkan proses clearance in and out pada 

wilayah kerja KSOP Kelas II Kendari salah satunya pada pelabuhan 

Bungkutoko. Karena kapal-kapal yang beroprasi di Pelabuhan 

Bungkutoko telah memenuhi kriteria kapal yang dapat dilayani 

secara online. Akan tetapi akibat kurangnya kualitas SDM (Sumber 

Daya Manusia) Agen Pelayaran yang melakukan kegiatan di Kantor 

KSOP Kelas II Kendari sehingga kegiatan clearance in and out kapal 

secara online tidak berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan 

masih ada Agen yang kurang paham menggunakan sistem 

Inaportnet itu sendiri. Bahkan ada juga agen yang tidak mampu 

mengoprasikan komputer hal ini dapat terjadi karena masih ada 

orang yang bekerja sebagai agen sedangkan dia telah berumur 

lanjut usia dan kesulitan untuk beradaptasi dengan sistem inaportnet 

sehingga petugas KSOP Kendari terkendala dalam melakukan 

pengawasan clearance in dan out  yang diakibatkan keterlambatan 

agen dalam mengajukan permohonannya.  

2. Agen Pelayaran Yang Berkegiatan Di KSOP Kelas II Kendari Masih 

Berada Pada Tahap Familiarisasi Pelayanan Online 

Pelayanan clearance in and out Kapal secara online di KSOP 

Kelas II Kendari telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun sehingga 

pelaksanaan clearance in and out kapal sudah mulai berjalan 

dengan baik dan agen sudah mulai mampu mengoprasikan sistem 

inaportnet akan tetapi pelayanan secara online ini masih tergolong 

baru sehingga masih ditemukan kelalaian agen dalam 
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pengoprasiannya di lapangan, seperti pada saat pengimputan 

dokumen kapal, ternyata masih ada agen yang melakukan 

pengimputan dokumen apabila kapalnya sudah akan berangkat 

sehingga mereka kewalahan dalam mengejar waktu keberangkatan 

kapal sesuai dengan permintaan owner kapal yang di ageni. 

Sehingga jadwal keberangkatan untuk kapal tersebut mengalami 

penundaan yang diakibatkan agen terlambat meakukan 

pengimputan sehingga pengurusan dokumen lainnya ikut terlambat 

begitu juga dengan jadwal keberangkatan kapal sudah tidak mampu 

berangkat sesuai dengan permintaan owner. 

Selain masalah diatas ada juga agen yang sering 

menimbulkan masalah pada saat agen tersebut lupa untuk 

mengganti dokumen kapalnya yang ada pada sistem Inaportnet atau 

bisa dikatakan agen lupa untuk melakukan update dokumen pada 

sistem inaportnet sedangkan dokumen yang dimaksud telah 

dilakukan perpanjangan oleh pihak syahbandar, sehingga pada saat 

pengecekan dokumen yang dilakukan oleh pihak syahbandar akan 

kelihatan dokumen yang telah expired (kedaluwarsa) sehingga tidak 

dapat diberikan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan perlu 

dilakukan revisi sehingga agen perlu meng-upload dokumen yang 

terbaru akan tetapi untuk merevisi permohonan tersebut akan 

memakan waktu lama sehingga menyebabkan keterlabatan dalam 

keberngkatan kapal. 

3. Faktor Jaringan Yang Menjadi Penghambat Dalam Pengawasan 

Clearance In and out Di KSOP Kendari 

Pelayanan Clearance In and Out kapal secara online yang di 

terapkan di kantor KSOP Kelas II Kendari dalam upaya untuk 

memaksimalkan pelayanan Clearance In and Out kapal tentu 

memerlukan dukungan layanan internet yang stabil untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Akan tetapi ada saja yang 

menyebabkan gangguan penggunaan jaringan internet seperti pada 
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bulan Oktober terjadi korsleting pada sistem layanan internet di 

Kantor KSOP Kelas II Kendari sehingga kegiatan pelayanan 

Clearance pada saat itu mengalami keterlambatan dikarenakan 

petugas tidak dapat mengakses sistem SPS Online. Hal ini sangat 

mengganggu sistem SPS onine dengan adanya kosleting tetsebut 

mengakibatkan layanan internet di kantor KSOP Kelas II Kendari 

hilang yang berakibat pada sistem tidak dapat di akses dan petugas 

tidak dapat melakukan pengecekan terhadap permohonan agen 

sehingga ada beberapa permohonan SPB (Surat Persetujuan 

Berlayar) mengalami keterlambatan dan perlu dilakukan revisi 

kembali permohonan SPB untuk kapal yang di ageninya. 

Selain itu, gangguan jaringan juga kadang terjadi pada akhir 

bulan yang diakibatkan oleh kualitas jaringan Internet mengalami 

penurunan, penurunan kualiatas jaringan ini sangat berpengaruh 

dalam pengoprasian sistem SPS online  sehingga tidak berjalan 

dengan maksimal yang mengakibatkan pada proses pelayanan 

clearance yang dilakukan secara Online mengalami keterlambatan. 

4. Kurangnya Pengadaan Komputer di Kantor KSOP Kelas II Kendari  

Pelayanan Clearance In and Out kapal melalui Sistem SPS 

Online selain membutuhkan jaringan tentunya juga perlu dilakukan 

menggunakan prangkat komputer untuk penggunaan secara 

maksimal dan lebih leluasa sedangkan ketersediaan komputer untuk 

seksi KBPP hanya tersedia 3 (tiga) unit, yang mana salah satu dari 

komputer itu digunakan untuk melayani penerbitan SPB (Surat 

Persetujuan Berlayar) secara manual. Dan satu lagi digunakan untuk 

pembuatan surat-surat persetujuan Syahbandar yang masih 

menggunakan sistem manual dan juga pembuatan laporan bulanan, 

sedangkan hanya satu komputer yang digunakan untuk melakukan 

pelayanan sistem SPS Online sehingga petugas tidak dapat 

memaksimalkan kinerjanya untuk melakukan pengawasan 

Clearance kapal. Dan terkadang komputer yang digunakan tersebut 
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mengalami lag atau stak yang diakibatkan kondisi komputer yang 

sudah tergolong lama sehingga petugas mengalami kesulitan dalam 

melanjutkan proses Clearance in and out kapal. Hal ini sangat 

mengganggu konsentrasi dan kesabaran petugas sehingga 

mempengaruhi kualitas pengawasan Clearace. 

Kekurangan perangkat komputer ini menjadi salah satu 

kekurangan yang dmiliki KSOP Kelas II Kendari dalam upaya untuk 

memaksimalkan pelayanan Clearance secara online sehingga pada 

saat ada kapal yang ingin mengajukan permohonan dan 

memerlukan persetujuan oleh sistem Syahbandar untuk bisa 

melanjutkan ke tahap selanjutnya dan terkendala dalam peng-

uprove an di Syahbandar mengakibatkan pengurusan agen peda 

tahap yang lainnya mengalami keterlambata dan berpengaruh pada 

jadwal keberangkatan kapal.  
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Beberapa kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan 

Bungkutoko yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, dapat dilihat 

pada tabel 4.1 berikut.  

Tabel 4. 1 :Daftar kapal yang berkegiatan di pelabuhan Bungkutoko 

No. Agen 
Nama & 

Tipe Kapal 

Tanggal 

Rencana 

Berangkat 

Tanggal 

Realisasi 

Berangkat 

Ket. 

1. 

PT. Karunia 

Kembar 

Maritim 

(KKM) 

TB.Gss01 

(Tug boat) 

03/10/2021 

Pukul : 

14.00 

WITA 

04/10/2021 

Pukul : 

10.00 

WITA 

Buku Pelaut 

Crew 

Expired 

2. 

PT. Karunia 

Kembar 

Maritim 

(KKM) 

MV. Sunny 

Route 

(General 

cargo) 

10/10/2021 

Pukul : 

09.00 

WITA 

11/10/2021 

Pukul : 

14.00 

WITA 

Safe 

Manning 

expired 

3. 

PT. 

Samudera 

Agencies 

Indonesia 

Nusantara 

Sejati  

(Car carrier) 

11/10/2021 

Pukul : 

10.00 

WITA 

11/10/2021 

Pukul : 

16.00 

WITA 

Terlambat 

Pengimputan 

data 

4. 

PT. Citra 

Baru 

Adinusantara 

Sabuk 

Nusantara 

82  

(Kapal 

cargo 

penumpang) 

13/10/2021 

Pukul : 

08.00 

WITA 

13/10/2021 

Pukul : 

11.00 

WITA 

Terlambat 

karena 

komputer 

mengalami 

stak/leg 

5. 

PT. Citra 

Baru 

Adinusantara 

Aqua Star  

(General 

cargo) 

13/10/2021 

Pukul : 

09.00 

WITA 

13/10/2021 

Pukul : 

11.00 

WITA 

Terlambat 

karena 

komputer 
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mengalami 

stak/leg 

6. 

PT. Citra 

Baru 

Adinusantara 

Sabuk 

Nusantara 

31 

(Passanger) 

28/10/2021 

Pukul : 

09.00 

WITA 

28/10/2021 

Pukul: 

13.00 

WITA 

Web tidak 

dapat 

digunakan 

akibat eror 

jaringan 

Sumber : Hasil pengolahan data laporan bulanan KSOP Kelas II Kendari 

Dalam pelaksanaan clearace secara online sudah ada 

beberapa yang berjalan dengan lancar dan melalui proses sesuai 

dengan ketentuan. Akan tetapi masih ada juga kapal yang terkendala 

dalam proses clearance yang diakibatkan oleh beberapa faktor, berikut 

penjelasannya. 

Pada kapal Nusantara Sejati yang diageni oleh PT. Samudera 

Agencies Indonesia mengalami keterlambatan clearance out 

dikarenakan dari pihak operasional agennya terkendala dalam 

pengimputan dokumen kapal yang menjadi persyaratan kelengkapan 

clearance out dimana pada saat itu salah satu operasional dari agen 

tersebut sudah berumur lanjut usia akan tetapui dia juga yang 

merangkap menjadi operator pada perusahaan tersebut sehingga ia 

kewalahan untuk melakukan peng upload-tan dokumen yang 

dikarenakan bapak tersebut belum terlalu memahami penggunaan 

sistem inaportnet tersebut sehingga permohonan SPB dari kapal 

tersebut terlambat di ajukan yang mengakibatkan keberangkatan 

kapalnya tertunda. 

Pada waktu kapal TB. GSS01 ingin di terbitkan Surat 

Persetujuan Berlayarnya ternyata pada menu persetujuan tidak dapat di 

proses yang dikarenakan pada menu persetujuan menunjukkan bahwa 

ada data yang tidak sesuai dan setelah di periksa kembali ternyata ada 
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salah satu buku pelaut crew  kapal tersebut yang sudah expired 

(kedaluwarsa) dan perlu dilakukan perpanjangan terlebih dahulu 

sebelum diterbitkan SPB nya, sehingga permohonan SPB dari kapal 

tersebut perlu dilakukan revisi oleh agennya dan selanjutnya di ajukan 

kembali setelah menyelesaikan perpanjangan buku pelaut. 

Kemudian pada kapal MV. Sunny Route yang diageni oleh PT. 

Karunia Kembar Maritim juga mengalami keterlambatan karena tidak 

mendapat persetujuan oleh pegawai Syahbandar dikarenakan salah 

satu dokumennya yaitu safe manning kapal tersebut kedaluwarsa di hari 

itu yaitu pada tanggal 11 oktober 2021 yang bertepatan dengan jadwal 

keberangkatan kapal. Hal ini terjadi karena agen kapal tersebut kurang 

teliti dan belum terlalu familiar dengan sistem inaportnet terkait 

pergantian dokumen yang akan expired (kedaluwarsa). Sehingga pada 

kasus ini perlu dilakukan perpanjangan dokumen terlebih dahulu 

kemudian meng-upload kembali dokumen tersebut untuk melakukan 

permohonan SPB kembali. Sehingga kapal mengalami keterlambatan 

dalam keberangkatannya. 

Pada kapal KM. Sabuk Nusantara 31 yang diageni oleh PT. 

Citra Baru Adinusantara mengalami kendala pada saat proses uprove 

yang di karenakan jaringan yang mengalami penurunan kualitas 

sehingga web SPS Online tidak dapat digunakan sedangkan jadwal 

permohonan SPB kapal tersebut akan segera berakhir dan apabila 

belum di setujui oleh pihak Syahbandar melalui SPS Online tersebut 

maka agen harus mengajukan permohonan ulang dan memulai meng 

upload lagi semua persyaratan permohonan SPB dari awal yang 

dikarenakan permohonan yang tidak di setujui tadi dianggap hangus 

atau expired yang mengakibatkan keterlambatan dalam proses 

penerbitan SPB kapal.   

Pada kapal KM. Sabuk Nusantara 84 dan kapal Aqua Star yang 

diageni oleh PT. Citra Baru Adinusantara pada saat komputer yang 

digunakan untuk mengoprasikan SPS Online mengalami stak atau biasa 
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disebut leg yang diakibatkan karena komputer tersebut memiliki kondisi 

yang kurang baik dan jarang dilakukan service. Sehingga menyebabkan 

terhambatnya Proses clearance kapal selain itu hanya ada 3 (tiga) 

komputer yang disediakan untuk Seksi KBPP dan masing-masing 

memiliki fungsinya tersendiri dan jika salah satu komputer bermasalah 

maka dapat mempengaruhi  kinerja kegiatan yang lain. 

D. Cara Menangani Masalah yang Dialami Dalam Proses Clearance In 

and Out Kapal 

Dalam proses pengawasan Clearance In and Out kapal dari 

pihak KSOP Kendari tidak terlepas dari yang Namanya hambatan, maka 

dari itu tentunya Kantor KSOP Kendari telah mempersiapkan rencana 

kedepannya setelah melihat berbagai kendala-kendala yang dialami di 

lapangan. 

1. Masalah Kurangnya Pemahaman Agen Dalam Penggunaan 

Inaportnet 

Untuk mengatasi masalah kurangnya pemahaman agen 

dalam menggunakan sistem Inaportnet maka kantor KSOP Kelas II 

Kendari Melakukan kegiatan sosialisasi kembali terkait cara 

pengoprasian Inaportnet kepada agen pelayaran untuk menambah 

wawasan agen dan mengarahkan agen dalam penggunaan 

pelayanan sistem Inaportnet. Dengan cara mengundang setiap agen 

yang melakukan kegiatan di KSOP Kelas II Kendari untuk hadir 

dalam sosialisasi tersebut dan memberikan ruang bagi agen untuk 

menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait pelayanan clearace 

secara online ini agar tidak ada lagi miss komunikasi kedepannya 

dan agar proses clearance kapal juga dapat berjalan dengan efisien.  

2. Masalah Familiarisasi Agen Terhadap Pelayanan Online  

Terkait dengan agen yang masih dalam tahap familiarisasi 

petugas Syahbandar memberikan imbauan kepada Agen yang 

sudah berumur lanjut usia agar menggunakan jasa asisten atau 
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operator agar memudahkan dalam pengurusan clearance selain itu 

jika dalam keadaan tertentu petugas Syahbandar juga akan 

mengingatkan dan memberikan bimbingan kepada Agen apabila 

mengalami kesulitan dalam mengoprasikan Inaportnet karena dapat 

dipahami bahwa sistem Inaportnet di KSOP Kendari ini masih 

tergolong baru sehingga masih banyak agen yang merabah-rabah 

dalam pengoprasiannya. 

Pihak syahbandar juga mengimbau kepada setiap 

perusahaan pelayaran agar dalam melakukan perekrutan staff 

operasional perlu memilih orang yang memiliki kompetesi dalam 

bidang pelayaran agar lebih memudahkan dalam proses clearance 

untuk kapal yang diageninya. 

3. Faktor Jaringan Yang Menjadi Penghambat Pengawasan Clearance 

Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pelayanan yang telah 

berbasis Online tentunya memerlukan jaringan yang mumpuni maka 

dari itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam 

penggunaanya pihak KSOP Kendari menggunakan layanan internet 

yang memiliki kuwalitas terbaik dengan cara berlangganan dengan 

pihak penyedia layanan Internet yang memiliki jaminan kuwalitas 

jaringan yang stabil dan juga perlu mengontrol kwalitas jaringan tiap 

bulannya agar tidak terjadi penurunan performa, dan terkait masalah 

korslet ini merupakan kesalahan dari pihak penyedia jaringan 

shingga dalam setiap kegiatan isntalasi Pihak KSOP Kelas II Kendari 

lebih memperhatikan dan megawasi proses pemasangan dengan  

baik pada untuk menghindari terjadinya kosketing yang sangat 

merugikan dan menghambat dalam proses clearance kapal 

4. Kurangnya Pengadaan Komputer Di KSOP Kelas II Kendari 

Terkait pengadaan komputer untuk seksi Keselamatan 

Berlayar Penjagaan dan Patroli (KBPP) telah dilakukan pengajuan 

oleh bagian pengadaan dalam menunjang kelengkapan sarana dan 

prasana di Kantor KSOP Kelas II Kendari namun hal ini memerlukan 
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persetujuan dari pusat terkait pengadaan tersebut dan tentunya 

memerlukan beberapa pertimbangan dan menjadi keputusan bagi 

pihak pusat. Selain Itu petugas juga sadar akan pentingnya 

penggunaan komputer sehingga untuk meminialisir kendala yang di 

akibatkan oleh kekurangan komputer maka pegawai yang ada pada 

seksi KBPP Menggunakan laptop milik pribadi agar semua kegiatan 

dapat berjalan dengan lancar. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasar pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, 

maka penulis mampu menyimpulkan bahwa Pengguanan Pelayanan 

secara Online melalui sistem SPS Online dapat memudahkan petugas 

dalam pengawasan clearance in and out kapal. Akan tetapi masih 

terdapat masalah-masalah yang dialami oleh Syahbandar dalam  proses 

Clearance In and out kapal di Kantor KSOP (Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan) Kelas II Kendari. Khususnya kapal yang 

berkegiatan di pelabuhan Bungkutoko yang mana telah menggunakan 

sistem pelayanan online mealalui Surat Persetujuan Syahbandar online 

(SPS). 

Masalah yang dialami yaitu kurangnya pemahaman agen dalam 

pelayanan clearance secara online, dan kendala jaringan yang sering 

mengalami penurunan kuwalitas sehingga menghambat proses 

pengawan clearance, serta kurangnya jumlah komputer yang menjadi 

sarana pokok yang digunakan dalam pengawasan clearance. 

Menyadari adanya masalah-masalah yang dialami oleh pihak 

syahbandar dalam proses Clearance in and out kapal di kantor KSOP 

Kelas II Kendari maka dilakukan berbagai macam solusi dalam upaya 

meminimalisir hambatan. Yaitu dengan melakukan sosialisasi terkait 

pelayanan Clearance in and out kapal. 

B. Saran 

Saran yang ingin diberikan oleh penulis terkait hasil penelitian ini 

yaitu pelayanan sistem SPS Online yang tentunya telah dirancang untuk 

memudahkan proses clearance in and out kapal maka penulis 

menyarankan agar dalam penggunaannya lebih ditingkatkan lagi dan 

lebih dimaksimalkan untuk mencapai kinerja pelayanan yang optimal.  
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Untuk perusahaan pelayaran yang beroprasi khususnya di 

wilayah kerja KSOP Kelas II Kendari yaitu  dengan merekrut anggota 

atau pegawai oprasional yang memiliki kompetensi dalam bidang 

pelayaran dan memiliki pengalaman agar dalam pelaksanaanya di 

lapangan tidak lagi menghambat pelayanan yang diberikan. Penulis 

juga menyarankan agar pengadaan perangkat komputer di Kantor 

KSOP Kelas II Kendari agar lebih diperhatikan demi kelancaran proses 

clearance in and out kapal.  
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Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Online 
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Crew List ( Pengesahan Awak Kapal ) 
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